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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 115 TAHUN 2021

| TEN’I_‘ANG T

'”,KEDUDU‘KAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI St

~ SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG‘MA’HKA‘;E.SA |

- BUPATI KARANGANYAR, o

S 'bahwa urusan pemermtahan bldang s031a1 dﬂaksanakan'f
| oleh Dlnas Sosial; e ‘ S e

S bahwa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraan |

Pe)merlntahan Daerah maka perlu’ chatur struktur, tugas

~ dan fungs1 serta tata kerja : R
. abahwa, berdasarkan pert1mbangan sebagaimana'{ -

| ‘dlmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan‘ g

L

.Peraturan Bupatl tentang Kedudukan | Susunan

T ,Orgamsasg Tugas dan Fung51 serta’ Tata Ker_]a Dlnas -

Sos1a1

1. ‘Undang Undang Nomor 13 Tahun 1 9570: tentang

|

‘ Pembentukan ~ Daerah- daerah : Kabupatcn S 'dalaim =
' _L1r~1gkungan Prov1ns1 Jawa Tengah o

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang_k'

|

’.’;‘Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
| ,'Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

. " Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagalmana -

b “tellah diubah beberapa kali terakhir - dengan Undang—‘ :

UAdang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerjaj‘

: (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘Tahun 2020

No)mor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_‘f

e Indonesm Nomor 6573)



3.

|

Per?turan Pemerintah N;omozr‘ 18 Tahun 2016 tentang
Pere‘}ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tath 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diulj)ah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
201? tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lerfibara’n Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoinesia Nomor 6402);

Pere{turan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tah{‘m 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daelijah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,

Tarrfpahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

‘Norn?or 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dae{*ah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tenténg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kareinganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pemiaentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabl;lpaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karaé’nganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
|

. MEMUTUSKAN:

, |

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

| ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pleraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daé:rah adalah Kabupaten Karanganyar.

Perherintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
periyelenggara Pemerintéhan Daerah yang memimpin
pela%lksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kev&irenangan Daerah otonom.

|
|



10.

Bupati adalah Bupati Karanganyar. :

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

'De?van Perwakilan Rakyat = Daerah  dalam

penyelenggaraan urusan pemerlntahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Selgretans Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat

Da%erah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
yaﬁg beftugas mengqordinasikan Perangkat Daerah.
Dinas ~ Sosial adalah Pefangkat Daerah  yang
melaksanakan urusan pemermtahan b1dang sosial di
Daerah

Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah

Dir‘las Sosial.

Unit Pelaksana Teknis D‘inas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur tekms operasional dan/ atau unsur

tekms penunjang tertentu Dinas Sosial.

Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ket}erzimpilah tertentu.

Supkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda
yaﬂg diberikan tugas " dan fungsi koordinasi serta
per‘lgelolaan keglatan sesuai bidang tugasnya dalam

suatu - satuan ker_]a sebagalmana diatur peraturan

,—perundang undangan tentang organisasi dan tata kerja

1nstan51

BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas 8031a1 dlplmpm oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretarls Daerah.



~ Pasal3

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
a.| | Kepala Dinas; ‘
b Sekretariat membawahkan
1. Subbagian Umum, dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

\
\
l
c; Bidang PemberdaYaan dan Pembinaan Sosial,
\

' membawahkan jkelompok Jabatan Fungsional;

d.; Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial,

membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
e. UPTD; dan

| o
f.; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana
tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian

yang tidak terp1sahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

‘Bagian Kesatu

Kepala Dinas

] ; Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
mela'ksanakan urusan pemerlntahan bidang sosial yang

menjgdl kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

dituéaskan Bupati.

|
|

|

Pasal 5
Dalarn vmelaksanakan‘tugas sebagaimana dimaksud dalam |

Pasai 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
pferumusan kebijakan di bidangkesejahteraan sosial;
b. p:elaksanaan kobrdinasi . kebijakan di  bidang

kesejahteraan sosial;
c. pelaksanaan kebljakan di bidang kesejahteraan sosial;
l
|

‘\




d. pel{aksanaar_l eval@asi . dan pelaporan di bidang
ke§ejahteraan sosial;

e. peljaksanaan administrasi Dinas Sosial di bidang |
keéejahteraan sosial; ,

f. peﬁgendalian penyelenggaraan tﬁgas UPTD; dan

g. pefaksanaan tugasj lain sesuai dengan tugas dan

furrlgsinya.

\

| Bagian Kedua

‘ Sekretariat

| | [

| Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala
Dlnas

(2) Sekretanat d1p1mp1n oleh Sekretarls berada di bawah

|
dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

I
i f Pasal 7
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan
perun’lusan dan pelakganaan kebijakan, pengoordinasian,
pema?tauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan
ketate;iusahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerjaéama,' kearsipan, dbkumen, keorganisasian  dan
ketatalaksanaan kehumasan kepegawalan pelayanan
admlr‘ustras1 | |
i - Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 7 Sekretaris mempunya1 fungsi:
a. pe‘ngoordlnasmn keg1atan,
b. pengoord1nas1an dan penyusunan rencana dan program
kerja,
c. pembmaan dan pemberlan dukungan administrasi yang
rn'ehpuu ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
ke‘:uangan, kerumiahta'nggaan, Kerjasama, hubungan'
m‘asyarakat, arsip dan dokumentasi;
d. pengoordinasian tatalaksana;
|
\
\



(1)

pepgoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

pehgoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan 1nforma31 dan

dokumenta81
|

penyelenggaraan pengelolaan barang m111k/ kekayaan

Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
|

pelaksanaan monltorlng, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

pe}aksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fu1f'1gsinya.

|
j Pasal 9
Sdbbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala
Subbaglan yang berada d1bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan
bellhan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pémantauan evaluasi serta pelaporan meliputi
pembmaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,

hukum kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,

- kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan

pelayanan adm1n1stras1 Dinas Sosial.

;Bagian Ketiga

|

\

|

| Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial
| ,

|

| . Pasal 10
Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial merupakan

| ' . .
u‘nsur pelaksana pemberdayaan dan pembinaan sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dipimpin
oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung -

jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 11

Kepa‘la Bidang Pemberdayaari dan Pembinaan Sosia%
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyat
tugasi, perencanaan pe‘rumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bida’ng pemberdayaan dan perribinaan sosial.

|
|

j 7 Pasal 12

Dalarh melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan

8051a1 mempunyal fungsi:

a. pej:rumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan
scT)sial;

b. pc’elaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;

c. panelolaan bantuan sosial;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang -
péamberdayaan dan pembinaan sosial; dan

e. pelaksanaan tugas laln sesuai dengan tugas dan

flfngsmya

|

1 ~ ' Bagian Keempat

|
| |
| Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial merupakan
unsur pelaksana perlindungan dan rehabilitasi sosial.

(2) B?’idang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin
ofleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

| :
} ' Pasal 14
Kepa\ﬂa Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan tugas
perelncanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordlnasmn pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perh‘ndungan dan rehabilitasi s031al

|

\



Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Jl4 Kepala Bldang Perlindungan dan Rehabilitasi
'SOSlal mempunyai fungsi: '
a. perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi
sosial dan penyantunan anak dan keluarga;
b. pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial dan
Qenyantunan anak dan keluarga;
C. ljDenanganan permasalahan sosial;
d. }gemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Igerlindungan dan rehabilitasi sosial; dan
e. 'ﬁelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kelima

n | UPTD

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
t{ugas teknis penunjang pada Dinas Sosial dapat
qlbentuk UPTD.

(2) UP’I‘D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

| éleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
5ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD

|
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

| Kelompok Jabatan Fungsional

| . Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan berada di bawah dan
Jbertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.

(2) Jumlah Jabatan Fungs1ona1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), d1tentukan berdasarkan kebutuhan dan
Peban kerja.



b  Pasal 18
(1) Kelompok - Jabatan - Fungsional terdiri dari tenaga

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan

|
bldang keahhannya

(2) Jerus dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagaimana
| dlmaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan

perundang—undangan

Pasal 19
(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dlbentuk

Sul‘okoordmator paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)

bldang / sekretariat.
(2):, J ems dan Jumlah Subkoordlnator d1tetapkan oleh Bupa'a

atas usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 20

- Jabatan Fungsional melaksénakan tugas dan bertanggung

~ jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau
Bldang/ Sekretarls sesuai Jenls dan j _]enjang Jabatannya yang

memﬂl\kl keterkaltan dengan pelaksanaan tugas Jabatan -

Fungsmnal
BAB IV
TATA KERJA
: Pasal 21
.Kepala Dmas menyampalkan laporan  hasil pelaksanaan

urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daera?. |
Pasal 22 ,

»Kepalai Dinas rnembuat usulan analisis Jabatan, peta

1 Jabatan, analisis beban kerJa, evalua31 Jabatan, dan standar

kompetensi jabatan kepada Bupatl.




|

{ Pasal 23

(1) Keiaala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sujbbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas
menerapkan  prinsip koordinasi, - integrasi, dan
sir;kroniSasi. _ , 4

(2) Kei)ala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sujbbagiah dan Kepal.a UPTD dalam melaksanakan tugas
mé:nerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,

| .
pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
|

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sﬁbbagian dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem
Pepgendalian Intern Pemerintah (SPIP).

|
| ;
| ~ Pasal 24

(1) Képala Dinas bertanggung jawab = memimpin,
|
mengoordinasikan dan  memberikan  pengarahan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

|
(2) Kc\apala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
da:m mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

déngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Pasal 25

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat

pada lwaktunya.

|
|
f Pasal 26

Dalalin melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib

|
melal‘mkan koordinasi dengan Camat.

| BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

_Pasal 277

(1) P‘ejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan

Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan -
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya

ijabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

b



(2) Pejiabat pelaksana yang lada saat berlakunya Peraturan
Bu’pati ini tetap menduduki jabatannya dan
mélaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya -
jaliaatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang
be’rlaku. |
(3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat administrasi
di‘atasnya.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

| ~ Pasal 28

o : :
Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pemerintahan

|
dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi

| . :
bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan

pelak‘sanaan tugas dan fungsi maSing—masing.
|
| Pasal 29 |
Keter}tuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap
jabaﬁan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
| BAB VII
| ' KETENTUAN PENUTUP

! | Pasal 30

Pada“ saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
L. ‘ ‘
Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Kedu‘dukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

- |
Tahu‘n 2016 ‘Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak

berl%ku.




l : | Pasal 31
Perat@ran ‘Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diund}angkan.
|

%
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengdndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalani Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditefapkan di Karanganyar

l

l ~ pada tanggal 31 Desember 2021
0 ‘ ‘ ’

|

‘ BUPATI KARANGANYAR,
] ttd
JULIYATMONO
Diundangkan di Karangainyar

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd ’
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 115
. ; s

i |
O

jSalinan sesuai dengan aslinya
': BETARIAT DAERAH




«,
(7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NGMOR TAHUN 2021

TENTANG , ;

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

: - ‘ SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

Kepala Dinas

Sekretariat

0 O A A O B
1] Kelompok 1 Sub Bagian Umum
n Jabatan Funesional 1
o B B o o e o
I ; |
Bidang Pemberdayaan dan Bidang Perlindungan dan
Pembinaan Sosial , - Rehabilitasi Sosial

mEEEEESEEEEREEEEmE I
T ~ Kelompok NN 1 Kelompok :E
1] Jabatan Fungsional 1 11  Jabatan Fungsional 1

30 O R 0 AN NN EEE N

UPTD

BUPATI KARANGANYAR
ttd

JULIYATMONO



